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BUPATI BANGLI PERATURAN 

BUPATI BANGLI 

NOMOR  11  TAHUN 2012 
 

TENTANG 
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGLI, 

Menimbang a.       bahwa  peran   serta  masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa  dan 

bemegara adalah   faktor   yang   sangat   penting,   dan   Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan wujud nyata adanya 

partisipasi    masyarakat      dalam      menunjang      penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah; 
b.      bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kahupaten Bangli Nomor 

31     Tahun     2011     tentang     Retribusi     Pengendalian     Menara 

Telekomunikasi, maka dalam rangka pelaksanaanya perlu adanya 

petunjuk tentang tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi; 
c.       bahwa,~kan            pertimbangan sebagaimana dimaksud dalah huruf 

3 dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pelaksanaan      Pemungutan      Retribusi      Pengendalian      Menara 
Telekomunikasi. 

 
Mengingat 1.        Undang-Undang   Nomor   69   Tahun   1958  tentang   Pembentukan 

Daerah-daerah  Tingkat  II  dalam  Wilayah  Daerah-daerah  Tingkat  I 

Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 
2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003  tentang Keuangan  Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang   Nomor   1      Tahun   2004  tentang   Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang   Nomor    15   Tahun   2004   tentang   Pemeriksaan 

Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang   Nomor  32 Tahun  2004 tentang  Pemerintaban   Daerah 

(Lembaran  Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2004   Nomor    125, 

Tambahan Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4437), 

sebagaimana  telah   diubah   beberapa   kali,  terakhir   dengan   Undang• 

Undang  Nomor  12 Tahun  2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang   Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
7. Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan 

Keuangan Antara    Pemerintah    Pusat    dan    Pemerintah    Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   tentang   Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan     (Lembaran     Negara     Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
9.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

 
10.    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Bangli  Nomor  6 

Tahun  1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri  Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Daerah  Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor  12 Seri D 

Nomor 11); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten  Bangli Nomor  8 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7); 

 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 31 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28); 
 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan             : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  RETRIBUSI 
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 

 
BAB I  

 KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.   Bupati adalah Bupati Bangli. 
2.   Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang• 

undangan yang berlaku. 
 
 
 
 
 
 

I



3.   Satuan  Kerja  Perangkat   Daerah  yang  selanjutnya   disingkat   SKPD  adalah  Perangkat 

Daerah pada Pemerintah  Daerah  selaku  Pengguna  Anggaran  I Pengguna Barang. 

4.   Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat RPMT, 

adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang  menurut  Peraturan  Perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau 

pemotong retribusi tertentu. 

5.  Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 

wajib retribusi  untuk  memanfaatkan jasa  perijinan  tertentu  dari  pemerintah  daerah 

yang bersangkutan. 

6.   Surat Ketetapan  Retribusi  Daerah, yang  selanjutnya disingkat  SKRD, adalah  surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang. 

7.   Surat  Setoran  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SSRD,  adalah  bukti 
pembayaran  atau  penyetoran  retribusi  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan 
formulir  atau  telah  dilakukan  dengan  cara  lain  ke  Kas  Daerah  melalui  tern.pat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

8.   Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 

melakukan  tagiban  retribusi  dan/atau  sanksi  administratif  berupa  bunga  dan/atau 

denda. 
9.  Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang 

diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah 

Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

 
 

BAB II 
TATA LAKSANA 

 

Pasal 2 

 
Kepala SKPD dilingkungan Kabupaten Bangli diberi kewenangan bertindak untuk dan 
atas nama Pemerintah Daerah untulcmenerima RPMT dalam bentuk  uang. 

 
Pasal 3 

 

Kepala SKPD melalui Bendahara Penerima uang RPMT dan selanjutnya menyetor ke 
Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bangli. 

 

 
 

BAB III 
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 

 

Pasa14 

 
Berdasarkan  surat  pemyataan   kesediaan  membayar  retribusi  pengendalian  menara 
telekomunikasi kepada  SKPD yang bersangkutan. 

 
Pasal 5 

 
(1) Bendahara penerima  menerima pembayaran uang RPMT dari orang pribadi atau 

Badan sebesar yang tertuang dalam surat pernyataan kesediaan membayar retribusi 
dengan Tanda Bukti Pembayaran. 

 
(2)  Penerimaan  uang  RPMT  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dicatat  dalam 

pembukuan yang merupakan penerimaan uang kas yang harus disetor ke rekening 

kas umum daerah.
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Pasal 6 
 

Bendahara penerima menyetor seluruh penerimaan uang RPMT ke Rekening Kas Umum 
Daerah paling lambat 1  (1) hari kerja dengan Surat Tanda Setoran. 

 

 
 

BAB IV 
PENGELOLAAN 

 

Pasal 7 
 

(1)    Penerimaan uang RPMT merupakan penerimaan daerah yang dikelola dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(2) Kepala SKPD tidak dibenarkan menggunakan dan I atau memanfaatkan langsung 

seluruh ataupun sebagian penerimaan uang SPKKD untuk membiayai belanja SKPD. 
 

(3) Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang 
RPMT secara administratif maupun secara fungsional sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

 
 

BAB V 
BENTUK ADMINISTRASI 

 

Pasal  8 
 

Bentuk administrasi  mengenai formulir yang digunakan untulc pelaksanaan  penagihan 
Retribusi Pengendalian Menara selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati. 

 

 
 

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 
 
 
 
       Ditetapkan di Bangli  
       pada tanggal 15 Pebruari 2012 
       BUPATI BANGLI 
         
        ttd 
 
       I MADE GIANYAR 
 
 
Diundangkan di Bangli 
Pada tanggal 15 Pebruari 2012 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI 
 
  ttd 
 
I WAYAN SUTAPA  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 11 
 
 
 



 
        

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

 

ttd 

 

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

PEMBINA TK.I (IV/b) 

NIP.19650210 199503 1 003 

 


